BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 08 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

ca.

KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 1 ayat (8)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, perlu membentuk
Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang  berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang bersifat
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit
yang sudah ada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan barang / Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Unit layanan Pengadaan
barang / Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah
Provinsidan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasidan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor
09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan



BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANJAR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8§)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan terdiri dari:
1. Bagian TataPemerintahan , terdiri dari :
a) Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah; dan
c) Sub Bagian Pertanahan dan Batas Daerah.
2. Bagian Hukum terdiri dari :
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
b) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum; dan
c) Sub Bagian Bantuan Hukum.
3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
a) Sub Bagian Publikasi;
b) Sub Bagian Informasi; dan
c) Sub Bagian Protokol.
b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1. Bagian Ekonomi terdiri dari :
a) Sub Bagian Produksi Daerah ;
b) Sub Bagian Perekonomian ; dan
c) Sub Bagian BUMN dan Kajian Investasi.
2. Bagian Pembangunan dan PengadaanBarang/Jasa terdiri dari:

a) Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;



b) Sub Bagian Pelaporan dan Pengendalian; dan

c) Sub Bagian Program.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a) Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental ;
b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ; dan
c) Sub Bagian Kesehatan dan KB.
c. Asisten Administrasi, terdiri dari :
1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
a) Sub Bagian Penataan Surat, Arsip dan Persandian ;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Kepegawaian.
2. Bagian Organisasi terdiri dari :
a) Sub Bagian Kelembagaan;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaaan; dan
c) Sub Bagian Analisis, Formasi Jabatan dan Pemberdayaan Aparatur.
3. Bagian Umum, terdiri dari :
a) Sub Bagian Perlengkapan;
b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
c) Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

d. Kelompok Jabatan Fungsional .

2. Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Bab VIIIC dan Bab IX Penutup disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu)
Pasal, yakni Bab VIII D Ketentuan Peralihan, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

BAB VIII D
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27 B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, yang telah diubah dalam Peraturan
Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dilantiknya pejabat struktural
berdasarkan Peraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR,

H.RACHMADI KURDI
Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 8

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : ( 135 /2015)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJAPERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang /
Jasa Pemerintah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar
membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai unit organisasi yang
berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen,
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010, Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai ULP yang dapat
memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan  Barang/Jasa,
Pengorganisasian pengadaan barang/ jasa memiliki peran yang sangat penting
dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah terutama untuk mewujudkan
penyelenggaraan Negara yang bersih.

Di Kabupaten Banjar telah dibentuk ULP yang kelembagaan melekat
pada sekretariat Daerah, yaitu pada Bagian Pembangunan dan layanan
Pengadaan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota .

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I :
1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
3. Cukup Jelas

Pasal II :
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2015

TANGGAL 30 Oktober 2015

BUPATI
WAKIL BUPATI

SEKRETARIAT DAERAH [---------------------------------- STAF AHLI
. [
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
[ [ [
ASISTEN EKONOMI l%sl\ilsgfl\ll\IGUNAN DAN
PEMERINTAHAN ;
KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN
T T ADMINISTRASI
l I I [ ! |
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
TATA HUKUM HUMAS EKONOMI PEMBANGUNAN DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PEMERINTAHAN Bi‘gi%g?/}:& KESRA TATA USAHA ORGANISASI UMUM
1 1 1
SUB BAGIAN ig;%’?%:g SUB BAGIAN SUB BAGIAN SL{?&%%GN SUB BAGIAN SUBBAGIAN
PEMBINAAN KECAMATAN| [ — PUBLIKASI L L KEAGAMAAN DAN PENATAAN SURAT, SUB BAGIAN SUB BAGIAN
DAN KELURAHAN PERUNDANG- PRODUKSI DAERAH PENGADAAN
RN BARANG | JASA BINTAL ARSIP DAN KELEMBAGAAN PERLENGKAPAN
PERSANDIAN
SUB BAGIAN
OTONOMI DAERAH SUB BAGIAN | SUB BAGIAN | | SUB BAGIAN SUB BAGIAN ] SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN KETATA] SUB BAGIAN
] DANKERJASAMA ||[| DOKUMENTASI & INFORMASI PEREKONOMIAN | [T | PELAPORAN DAN KESSOS — KEUANGAN — LAKSANAAN —1 RUMAH TANGGA
ANTAR DAERAH PUBLIKASI HUKUM PENGENDALIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERTANAHAN DAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN | | SUBBAGIAN L | susBacan L SKLI{D%E?{/Z(:}I:;I\I L SUB BAGIAN ANFORJAB DAN FASILITASI KEPALA
BATAS DAERAH BANTUAN HUKUM PROTOKOL BUMD DAN KAJIAN PROGRAM KEPEGAWAIAN PEMBERDAYAAN DAERAH/WAKIL
INVESTASI DAN KB APARATUR KDH

PENJABAT BUPATI BANJAR,

H. RACHMADI KURDI






